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Prasetyo, Ragowo Aldy. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengemudi Kendaraan 
Bermotor yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional 
yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat, salah satunya 
adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Penyebab utama 
terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena adanya kecerobohan atau 
kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan 
sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/ 2020/PN Bbs. Jenis 
penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan 
hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder yang diperoleh dari 
kepustakaan dan dokumen. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisa data kualitatif bersifat deskriptif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Penerapan hukum pidana 
terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs yaitu dengan pengenaan 
Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian dan ketidak hati-hatianya 
terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang dikemudikan terdakwa 
menyerempet kendaraan korban hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan 
saksi korban terbalik/terguling hingga mengakibatkan penumpangnya mengalami 
patah tulang lengan atas kanan di daerah bahu kanan dan trauma dada kanan serta 
mengakibatkan kerusakan kendaraan bermotor korban hingga tidak dapat dipakai 
lagi. 2) sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/ 2020/PN 
Bbs yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan. 
 




Prasetyo, Ragowo Aldy. Application of Criminal Sanctions for Drivers of 
Motorized Vehicles who are Negligent Resulting in Traffic Accidents. Skripsi. 
Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 
2021. 
Traffic problems are one of the problems on a national scale that are 
developing in tune with the development of society, one of which is the increasing 
number of traffic accidents on the highway. The main cause of traffic accidents on 
the highway due to carelessness or negligence of the driver in driving his vehicle. 
This study aims to determine the application of criminal law and criminal 
sanctions for negligent motor vehicle drivers resulting in traffic accidents in 
decision number 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs. The type of research is library research 
with a normative legal approach. The main data source is secondary data obtained 
from literature and documents. The data analysis used in this research is 
descriptive qualitative data analysis.  
The results of this study concluded that 1) The application of criminal law 
to negligent motor vehicle drivers resulted in traffic accidents in the decision 
number 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs, namely the imposition of Article 310 paragraph 
(3) and Article 310 paragraph (1) of the Law -Law Number 22 of 2009 concerning 
Road Traffic and Transportation. The defendant's negligence and carelessness in 
driving a motor vehicle driven by the defendant grazed the victim's vehicle until 
the motor vehicle driven by the victim's witness overturned/rolled over, causing 
the passenger to suffer a fracture of the right upper arm bone in the right shoulder 
area and trauma to the right chest and damage to the victim's motor vehicle. until 
it can no longer be used. 2) criminal sanctions for negligent motor vehicle drivers 
resulting in traffic accidents in the decision number 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs in 
the form of imprisonment for 4 (four) months and a fine of Rp. 5,000,000.00 (five 
million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with 
imprisonment for (one) month.  
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A. Latar Belakang  
Lalu lintas sebagai salah satu sarana transportasi yang memegang 
peranan penting dalam memperlancar pembangunan. Melihat perkembangan 
teknologi transportasi, sistem transportasi bisa dikatakan sebagai salah satu 
kebutuhan pokok masyarakat yang selalu mengalami peningkatan baik dari 
segi kuantitas maupun kualitas. Transportasi darat dipandang sebagai 
transportasi yang paling dominan dari tiga macam sistem transportasi yang 
ada, yaitu transportasi laut, udara, dan darat. Hal dapat dilihat dari jumlah alat 
transportasi darat yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat 
transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, 
sampai kendaraan yang bermotor canggih. 
Sarana transportasi merupakan faktor penting untuk mewujudkan 
proses kelancaran penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. 
Penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota 
masyarakat dalam kehidupan masyarakat modern. Bertambahnya alat 
transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini 
bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.1) Transportasi 
merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan 
sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, maka transportasi merupakan 
tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal, baik di perkotaan 
                                                 




maupun di perdesaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan 
transportasi.2) 
Pentingnya peran transportasi khususnya transportasi darat dalam 
memperlancar pembangunan, maka perlu adanya aturan jaminan lalu lintas 
yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai 
aktifitas sebagai penunjang pembangunan nasional agar terwujud 
kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya pemakai jalan, khususnya 
kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak 
langsung juga dapat meningkatkan kecelakaan lalu lintas. 
Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah telah 
membuat peraturan bagi para pengguna transportasi di wilayah Negara 
Republik Indonesia agar mereka tidak semena-mena menikmati transportasi di 
Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus 
seperti kecelakaan yang disebabkan oleh penggendara transportasi, pemerintah 
telah mengatur dan memberikan sanksi tegas kepada pengendara yang sengaja 
maupun lalai menyebabkan suatu kecelakaan. 
Kondisi lalu lintas di Indonesia, saat ini masih cukup memprihatinkan. 
Kecelakaan lalu lintas yang masih relatif tinggi, hal ini sering dijumpai 
penyebab kecelakaan yaitu kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas. 
Faktor manusia mempunyai andil yang paling besar sebagai penyebab 
                                                 
2)  Susantono, Bambang, Transportasi dan Investasi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 




kecelakaan dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya seperti jalan, 
kendaraan, dan faktor alam. Kecerobohan atau kelalaian pengemudi tersebut 
tidak jarang menimbulkan korban, baik korban luka berat atau korban 
meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. 
Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala 
nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. 
Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih meningkatnya angka 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, 
sebenarnya bisa dihindari apabila para pengguna jalan dapat berprilaku 
disiplin, sopan, saling menghormati antar pengguna jalan dan mematuhi 
peraturan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 di 
dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu yang 
mengulas tentang ketertiban dan keamanan berlalu lintas. 
Salah satu contoh kelalaian saat mengemudikan kendaraan bermotor 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada kasus yang akan penulis bahas 
yaitu perkara pidana pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
Kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika terdakwa Ugun Suherman Bin 
E. Mansyur Syah mengemudikan kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-
9504-TEW dengan kecepatan rata-rata ± 50 km/jam dari arah timur menuju ke 
arah barat. Terdakwa sebelumnya melihat jalan dalam kondisi tidak seimbang 
atau tidak rata antara jalur sebelah kiri lebih tinggi dengan sebelah jalur kanan 




lain yang melintas baik yang ada di belakang maupun samping serta lebih 
berhati-hati dan konsentrasi sehingga bisa mengendalikan kendaraan yang 
dikemudikannya.  
Kelalaian terdakwa tidak melakukan cara berlalu lintas yang baik 
seperti yang dijelaskan di atas sehingga kendaraan bermotor tronton Hino 
Nopol. B-9504-TEW yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan atau pindah 
jalur sebelah utara dan terdakwa tidak sempat menyalakan lampu sein untuk 
menandakan akan pindah jalur sebelah kanan, sehingga roda depan sebelah 
kanan kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-9504-TEW yang 
dikemudikan terdakwa menyerempet bagian bodi diatas ban sebelah kiri 
belakang kendaraan bermotor Toyota Fortuner Nopol. G-7426-CG yang 
dikemudikan saksi korban Fredi Adithia yang saat itu sedang mendahuli atau 
menyalip kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-9504-TEW yang 
dikemudikan terdakwa. Kecelakaan tersebut menyebabkan kendaraan 
bermotor Toyota Fortuner Nopol. G-7426-CG yang dikemudikan saksi korban 
Fredi Adithia terbalik atau terguling hingga mengakibatkan penumpangnya 
mengalami luka berat yaitu saksi korban Yetty Suharti. Akibat kecelakaan 
tersebut korban mengalami luka berat. 
Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa 
peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan 
agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “Barang siapa terbukti 
melakukan tindak pidana, maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini 




harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam 
pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut untuk 
melindungi kepentingan masyarakat.3) 
Pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana dan sering juga 
digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan 
penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.4) Sedangkan 
Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.5) 
Sebagai pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas, korban akan 
meminta peertanggungjawaban dari pengendara bermotor yang lalai tersebut, 
dengan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib agar si pelaku 
mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah 
meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau 
dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab 
kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Sering kali 
masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 
kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. 
                                                 
3)  Erdianto, Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara 
Langsung, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November, 
2010, hlm. 112. 
4)  Erdianto, Efendi, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 
2011, hlm. 107. 




Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang 
dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis 
kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, banyak kejadian kecelakaan yang 
diakibatkan oleh faktor kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu 
kecelakaan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya 
karena adanya kecerobohan atau kelalaian pengemudi dalam mengemudikan 
kendaraannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Lalai 
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan 
bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan 
nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs? 
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai 





C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada 
putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor 
yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun 
manfaat dari penelitian ini, antara lain:  
1. Secara teoritis, menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait 
tindak pidana lalu lintas dan penerapan hukumnya, serta penerapan sanksi 
pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan 
untuk penelitian sejenis selanjutnya. 
2. Secara praktis, memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat 
pengguna jalan raya untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas, dan 
sebagai masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan 
dalam menerapkan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana lalu lintas bagi 




E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka memuat tentang penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana 
lalu lintas. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan, berikut beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
Ruusen, Andrew Stefanus (2021). “Penegakakan Hukum Pidana 
karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan 
Lalu Lintas”, Lex Crimen, Vol. X, No. 2, Maret 2021:97-108. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap 
pelanggaran pengemudi kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan 
bagaimana faktor kelalaian pengemudi kendaraan yang mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 
hukum normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan penegakan hukum pidana terhadap 
kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan 
menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi 
mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang dalam 
Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut tidak 
mengakibatkan kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 
keselamatan dan tingkat kepatuhan Hukum Lalu Lintas Masyarakat, antara 
lain; Faktor internal, kualitas sumber daya polantas yang belum sepenuhnya 




terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi/sok 
kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem 
pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin 
Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan 
kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang 
pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat 
kerawanan lalu lintasnya tinggi. 
Rifadilla, Nova (2018), “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus 
Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan di Jalan Raya 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayan, JOM 
Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2, Juli-Desember 2018:1-15. 
Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis, dilihat sifatnya 
penelitian merupakan penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan data 
primerdan sekunder data. 
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan ketentuan dalam kasus lalu 
lintas dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang 
menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 
311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 KUHP. 
Pasal 310 ayat (4) dipidana dengan: orang tua paling lama 12 (dua belas) 




rupiah). Pasal 311 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pasal 
359 KUHP melakukan ancaman dengan orang lain paling lama satu tahun. 
Pengguna yang melakukan kelalaian mengakibatkan kematian korban tidak 
dapat digunakan sebagaimana adanya dalam aturan yang berlaku. Pengendara 
memang rawan kesalahan dalam bentuk biaya administrasi, namun berbeda, 
yaitu pada kasus pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan 
pada kasus kedua, pengemudi dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 
200.000 (dua ratus ribu).  
Wirawan, Putu Agus Hendra & Marwanto (2015) dalam Kertha 
Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 04, No. 03, September 2015 meneliti 
tentang “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi 
Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kematian dalam Kecelakaan di 
Jalan Raya”. Penelitian ini membahas mengenai unsur dari kelalaian dan 
sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas di 
jalan raya yang menyebabkan kematian, metode yang digunakan dalam 
penulisan makalah ini adalah jenis penelitian hukum normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa bagi pelaku tindak pidana lalu 
lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan 
selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin 
Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu 
lintas. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan 




penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat 
juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Maulana, Wahyu., Husni, dan Asmara, Romi (2020) melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 
Lintas Berakibat Kematian”, diambil dari jurnal JIM (Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal), Vol. 1, No. 1, Januari-April 2020:1-19. 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu 
Lintas Berakibat Kematian serta penyebabnya diwilayah Hukum Polres 
Lhokseumawe. Penelitian menggunakan metode kaulitatif dengan pendekatan 
yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan 
(library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data 
dilakukan secara deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas berakibat kematian diwilayah hukum Polres Kota 
Lhokseumawe tidak terlepas dari kelalaian (culpa) pengemudi kendaraan dan 
juga akibat ketidak patuhan hukum dari pengemudi dalam mentaati rambu-
rambu lalu lintas. Yang mana kasus tertinggi kecelakaan diakibatkan 
mendahului kendaraan lain, adapun upaya-upaya penangulanggan pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan Sat Lantas Polres Kota Lhokseumawe yaitu dengan 
upaya preventif dan upaya represif, walaupun dalam hal demikian ini pada 
dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi 




pelanggaran. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum yang utuh di tengah 
masyarakat disarankan agar pihak Satlantas Polres Kota Lhokseumawe 
melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas menggunakan strategi single 
site (memperbaiki jari- jari tikungan yang tajam), mass action plans (pelapisan 
permukaan perkerasan jalan), route action plans (perlengkapan fasilitas 
rambu-rambu jalan yang baik), dan area wide schemes (pengurangan 
kecepatan kendaraan pada lokasi tertentu), serta pembenahan dalam internal 
Polres Kota Lhokseumawe. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian merupakan jenis riset kepustakaan (library research), 
yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau 
majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai 
literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.6) Penelitian 
kepustakaan digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, 
perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahan 
lainnya dalam majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan materi pokok 
yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan permasalahan 
penelitian. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
                                                 




Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.7) 
Penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum, 
dimana penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum 
sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.8) 
Penelitian hukum normatif kemudian dikaji dengan menggunakan jenis 
pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang 
(statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.9) 
3. Sumber Data 
Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui 
terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah 
ituakan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian 
kepustakaan antara lain: buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-
hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta 
sumber-sumber lainnya yang relevan.10) Jenis dan sumber data yang 
digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data 
                                                 
7) Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33. 
8) Ibid., hlm. 36. 
9) Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010, hlm. 93. 




sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, 
perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain 
sebagainya.11)  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya 
mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.12) Sebagai 
landasan utama bahan hukum primer yang dipakai dalam rangka penelitian ini 
adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.13) Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil 
penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, 
media massa, dan makalah-makalah. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan 
hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan 
sekunder.14) Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum 
dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.15) Terkait dengan permasalahan ini peneliti 
                                                 
11) Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004, hlm. 30. 
12) Ashafa, Burhan, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103. 
13) Ibid., hlm. 103. 
14) Ibid., hlm. 104. 




menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan langkah 
awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data 
dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.16) 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum 
sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan 
pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa 
kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan 
menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.17) 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas. Dari bahan yang sudah ada 
dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, 
sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan 
dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 
                                                 
16) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R & D, Bandung: Alfabeta, 2016, 
hlm. 291. 
17) Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 




G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi 
skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan teori-teori yang 
mendukung penelitian, antara lain tinjauan umum tentang lalu lintas, 
tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang 
kelapaan (culpa).  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan mendeskripsikan hasil 
penelitian dan pembahasan terkait penerapan hukum pidana terhadap 
pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs dan sanksi 
pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas  
1. Pengertian Lalu Lintas  
Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan.18) 
Lalu lintas dapat dikatakan berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal 
perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya 
(dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya). Lalu lintas 
sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan 
perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Tanpa adanya lalu lintas, dapat 
dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau 
melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. 
Lalu lintas perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus 
ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat 
dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan 
kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara 
wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait 
serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu 
lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem 
transportasi nasional yang handal dan terpadu. 
                                                 
18) Marwan, M. & Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009,         




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan bisa dijadikan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan 
kegiatan lalu lintas ini. Dimana makin lama makin berkembang dan 
meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang 
terus meningkat dalam rangka mendukung terwujudnya lalu lintas dan 
angkutan jalan yang aman, lancar, tertib, nyaman dan efisien.  
Berikut definisi dari pengertian lalu lintas dan angkutan jalan menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan: 
Pasal 1 ayat (2): 
Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.  
Pasal 1 ayat (3):  
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu ke tempat lain 
dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.  
Pasal 1 ayat (4):  
Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau 
ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan jalan.  
Pasal 1 ayat (6):  
Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Ruang lalu lintas, terminal, dan 
perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu  
lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan 
pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.  
Pasal 1 ayat (7):  
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan  
bermotor dan kendaraan tidak bermotor.  
Pasal 1 ayat (23):  
Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  




Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi-definisi di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap hal yang 
memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan 
sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan 
lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan 
mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan 
transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan 
metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan 
berdayaguna dan berhasil. 
Berbicara tentang lalu lintas, pasti sering dirangkaikan dengan 
angkutan jalan setelah kata lalu lintas tersebut. Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 
lintas jalan. Sedang ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan 
bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan 
fasilitas pendukung. Pasal 1 ayat (1) Lalu Lintas digabung pengertiannya 
dengan Angkutan Jalan, dimana menjadi satu kesatuan sistem yang terdiri atas 
lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana 
lalu lintas dan angkatan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta 
pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan suatu 
sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu 
kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan 




2. Pelanggaran Lalu Lintas  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi 
atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP 
diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur 
dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Hukum pidana terdapat dua 
pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan 
pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.  
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu 
perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang 
yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat recht 
delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 
dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat 
kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari 
kejahatan.  
Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas 
perbedaan prinsipiil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran 
sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu sifat melawan hukumnya baru dapat 
diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.19) Selain daripada sifat 
umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada 
                                                 




pelanggaran, Moeljatno mengemukakan perbedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran yaitu: 
a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.  
b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau 
kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan 
jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu 
kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.  
c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 
KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 
KUHP).  
d. Tenggang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak 
penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada 
kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. 
e. Dalam hal pembarengan cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan 
kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana 
berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP).20)  
Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan 
berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan 
hukum.21) Menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah politis-on recht 
dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan 
perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh 
                                                 
20) Ibid., hlm. 81. 




penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum.”22) 
Berdasarkan penjelasan tentang pengertian pelanggaran dan pengertian 
lalu lintas yang telah diurai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan 
yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan 
bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan lalu lintas yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran 
lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan 
serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya..  
3. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas  
Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menyebutkan:  
a. Berperilaku tertib; dan/atau  
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan 
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan 
kerusakan jalan.  
Sebagai negara hukum sudah tentunya setiap warga negara Indonesia 
hendaklahn patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan 
terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. Jika 
peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang 
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bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. Berikut ini akan 
dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang diatur Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
sebagai berikut: 
1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan 
membahayakan pengguna jalan lain;  
2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu 
lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275);  
3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di 
terminal (Pasal 276); 
4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban 
cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278);  
5) Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat 
mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279);  
6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 
ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280);  
7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin 
Mengemudi (Pasal 281);  
8) Pengguna jalan ridak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 
282);  
9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan 
kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan 




10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan 
kaki atau pesepeda (Pasal 284);  
11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan 
layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285); 
12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan 
marka jalan (Pasal 287);  
13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor 
Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak 
dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288); 
14) Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping 
tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289);  
15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan 
sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290); 
16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional 
Indonesia (Pasal 291);  
17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari 
satu orang (Pasal 292);  
18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada 
siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293); 
19) Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa 
memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294);  
20) Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak 




21) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat 
alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296);  
22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297); 
23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, 
lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir 
atau darurat (Pasal 298);  
24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan 
bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299); 
25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak 
menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup 
kendaran selama perjalanan (Pasal 300);  
26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 
menggunakan kelas jalan (Pasal 301);  
27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang 
ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di 
tempat pemberhentian (Pasal 302);  
28) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303);  
29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang 
menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 
304);  
30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus 




31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak 
mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 
306); 
32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat 
muatan dokumen perjalanan (Pasal 307);  
33) Orang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki izin, angkutan 
orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang 
khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308);  
34) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi 
penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309);  
35) Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313).  
Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas  
merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk  
dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan  
yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan  
untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu  
lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian)  
sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian)  
dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran  
pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya 
dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan 




a. Menggunakan jalan dengan cara merintangi yang dapat membahayakan  
ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan  
kerusakan pada jalan.  
b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan 
Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) 
yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat 
memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.  
c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan 
oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.  
d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan 
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan 
kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.  
e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat 
tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor 
kendaraan yang bersangkutan.  
f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu 
lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan.  
g. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan 
yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara 
memuat dan membongkar barang. 
h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan 




Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di 
atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. 
Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:  
a. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu 
lalu lintas maupun pada jalan raya.  
b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.  
c. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan 
kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor  
d. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya 
melanggar peraturan. 
Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia secara 
nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini 
menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu 
lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaaan 
lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan 
diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat 
mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau 
berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, 
dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan berkendara. 
4. Pengertian Kendaraan Bermotor  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 




sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan 
tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas 
rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor 
umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
tenaga orang atau hewan.  
Kendaraan memiliki perbedaan jenis dimana dibedakan antara 
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, merujuk pada Pasal 47 
Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
menyebutkan jenis kendaraan yaitu:  
a.  Kendaraan terdiri atas:  
1) Kendaraan Bermotor; dan  
2) Kendaraan Tidak Bermotor.  
b. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dikelompokkan berdasarkan jenis:  
1) sepeda motor;  
2) mobil penumpang;  
3) mobil bus;  
4) mobil barang; dan  
5) kendaraan khusus  
c. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf 
c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:  




2) Kendaraan Bermotor Umum.  
d. Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikelompokkan dalam:  
1) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan  
2) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. 
5. Kecelakaan Lalu Lintas  
Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) 
dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “Suatu 
peristiwa dijalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban 
manusia atau kerugian harta benda. 
Soerjono Soekamto, mengemukakan bahwa suatu kecelakaan lalu 
lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, 
didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat 
kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu 
lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor 
saja.23) Kansil dan Christine mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas 
merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan 
kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau 
                                                 





kerugian harta benda.24) Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan 
dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat 
menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan 
dapat mengakibatkan meninggal dunia. 
Kecelakaan lalu lintas sebagai peritstiwa yang tidak diduga-duga dan 
tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan 
lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, 
dan meninggal) dan kerugian harta benda. Menurut Arif Budiarto dan 
Mahmudan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian 
yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh 
suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai 
lingkungan jalan.25) Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan 
lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat 
ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan 
kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya 
menyebabkan terjadinya tabrakan. 
Berdasarkan beberapa definisi di atas kecelakaan lalu lintas dapat 
dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan 
lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah 
adanya suatu peristiwa, terjadi dijalan, adanya unsur ketidaksengajaan, 
melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta 
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mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia. Terjadinya 
suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan 
dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja 
dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu 
lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan 
atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu 
keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan 
suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas 
juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan. 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. 
Strafbaar feit terdiri dari tiga kata straf artinya pidana, baar artinya dapat atau 
boleh dan feit adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, yang sudah lazim 
hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama 
dengan recht. Kata baar, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan 
dapat, sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan.26) 
Mencermati, maka istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat 
dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan dari beberapa 
ahli hukum terkait dengan rumusan tindak pidana. Menurut Pompe, strafbaar 
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feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum.27) Utrecht mendefinisikan strafbaar feit 
dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena 
peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan 
natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melakukan itu).28) 
Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan 
kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang 
semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses 
penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang 
berada di luar diri seseorang.29) Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum 
pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, 
strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal 
responsibility)dan masalah pidana dan pemidanaan. 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
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melanggar larangan tersebut.30) Simons merumuskan tindak pidana sebagai 
sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam 
dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. 
Prodjodikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.31) Jonkers 
menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum 
(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.32) Mencermati 
rumusan tindak pidana di atas, maka perumusan strafbaar feit adalah 
perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. 
Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, 
antara lain: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum; 
c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; 
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;  
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.33) 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
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Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.34) 
Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang dipergunakan para ahli 
hukum sebagai terjemahan strafbaarfeit, maka dapat disimpulkan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis. Jadi, tindak pidana pada dasarnya cenderung 
melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, 
tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan 
atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Pada 
hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) 
oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
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karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). 
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Prasetyo, yaitu: 
a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat 
melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.  
b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 1) 
Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), 2) Maksud pada 
suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, 3) 
Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 4) Merencanakan 
terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu 
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dan 5) Perasaan takut 
seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.35) 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia 
(positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), diancam 
dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.36) Menurut 
Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur adanya 
perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam syarat formal, dan bersifat 
melawan hukun. Selanjutnya Jonkers menyebutkan unsur-unsur tindak pidana 
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antara lain perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan), 
kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggung 
jawabkan.37) 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.38) 
a. Unsur Subjektif, menurut Leden, unsur subjektif adalah unsur yang berasal 
dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud dalam hal 
ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri 
atas tiga bentuk, yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan 
keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga 
akibat perbuatan itu.39) 
b. Unsur Objektif, menurut Leden, unsur objektif merupakan unsure dari luar 
diri pelaku yang terdiri empat unsur, yaitu: pertama, perbuatan manusia 
(berupa act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan omission 
(yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan), kedua, akibat perbuatan manusia. Akibat 
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tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya, 
ketiga, keadaan-keadaan. Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan 
antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah 
perbuatan dilakukan, dan keempat, sifat dapat dihukum dan sifat melawan 
hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan 
dengan larangan atau perintah.40) 
3. Sanksi Pidana 
Sanksi pidana diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, 
penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan 
hukuman pidana.41) Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 
adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 
mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib.  
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana 
atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan 
hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
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bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 
manusia itu sendiri.42) 
Mencermati pengertian sanksi pidana, Ali menyimpulkan bahwa 
bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita 
kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan 
(perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan 
(hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan 
sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.43) 
Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat 
didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP 
menentukan, bahwa pidana terdiri dari: 
a. Pidana Pokok, terdiri dari: 
1) Pidana Mati, hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan 
tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena 
perbuatannya. Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana (KUHP), 
merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan 
sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di 
dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan 
atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat 
serius dan berat.44) 
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2) Pidana Penjara, merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan 
atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan 
pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap 
perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada 
terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan 
bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk 
membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi 
anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa 
dan Negara.45) 
3) Pidana Kurungan (Hechtenis), adalah bentuk-bentuk dari hukuman 
perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si 
terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu 
dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan 
kemerdekaan orang.46)  
4) Pidana Denda, adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, 
dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit 
dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP 
apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, 
yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal 
enam bulan. 
5) Pidana Tutupan, dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini 
dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita 
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Republik Indonesia Tahun II No. 24. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya 
sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih 
pada tempatnya.” Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur 
tersendiri dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 8. Dalam peraturan 
ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, 
antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.47) 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara 
tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 
sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di 
dalam Pasal 10 KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, pidana 
perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.48) 
a. Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Vos, pencabutan hak-hak 
tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan 
pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua 
hal, antara lain tidak bersifat otomasis dan jangka waktu pencabutan 
hak oleh hakim.49) 
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b. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan 
merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas 
barang-barang tertentu saja, tidak diperkenakan untuk semua barang. 
Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana diatur dalam Pasal 39 KUHP.50) 
c. Pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan 
suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari 
suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada 
seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap 
si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 
mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.51) 
Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 KUHP. 
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk 
merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan 
manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur 
syarat-syarat tertentu1, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana 
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adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 
dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.52) 
Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai 
kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana 
merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan 
hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan 
pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain: pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang merupakan pidana 
pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya 
merupakan pidana tambahan. 
C. Tinjauan Umum tentang Kealpaan (Culpa) 
1. Pengertian Kealpaan  
Istilah kealpaan dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa itu kealpaan 
(culpa). Tetapi, kealpaan (culpa) juga diancam dengan hukuman pidana 
walaupun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (dolus) karena sengaja 
dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan 
(culpa) dalam hal ini tidak menhendaki atas akibat dari perbuatannya. Tetapi, 
pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengidahkan dari apa yang sudah 
dilarang.  
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Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu 
kealpaan (culpa). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu 
hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan 
memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan (culpa) 
diantaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan 
(culpa) yaitu: 
a. Tidak adanya kehati-hatian; 
b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin; 
c. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan; 
d. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.53) 
Adapun pengertian dari kelalaian atau kealpaan (culpa) dari 
pendefinisian hukum pidana yang diketahui sifat-sifatnya yaitu ciri-ciri dari 
culpa, yaitu: 
a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan 
ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan 
baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan 
tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan 
perbuatan tersebut. 
b. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi 
pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat 
yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya 
                                                 




tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan 
hukum.54) 
Kanter mengartikan kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan 
adalah salah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah 
derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki 
pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun 
pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.55) Culpose delicate adalah unsur 
dari kealpaan (culpa) yang tidak berhati-hati yang hukumannya lebih rendah 
dari culpose delicten, yaitu tindak pidana yang turun dari kesengajaan. Pasal 
188 KUHP menerangakan tentang culpose delict yaitu yang menyebabkan 
kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati. Ini dapat 
diartikan kesengajaan dapat pula juga dikatakan dengan kealpaan (culpa).56) 
Moeljatno mengatakanِ bahwa “kealpaanِ adalah suatu struktur yang 
sangatِ gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam 
perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disi lain mengarah pada keadaan 
batin orang itu. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
kealpaan memiliki arti yang yang lebih rendah dari konteks kesalahan, ini 
sangat berbeda dengan kesengajaan dalam kesalahan karena dalam kesalahan 
dapat dilihat posif yang ada bahwa perbuatan yang dilarang tersebut betul-
betul adalah kehendak pelaku berbeda dengan kealpaan yang sama sekali tidak 
ditemukan positifnya”. Jadi, Moderman membagi dua bentuk kealpaan yaitu 
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kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang 
disadari maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam 
tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengjaan tetapi 
perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir lagi berbeda dengan kealpaan 
yang disengaja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi 
memikirkan hal yang bisa dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku 
tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada 
dirinya sendiri.57) 
Van Hamel mendefinisikan kelapaan bahwa kealpaan mengandung 
dua unsur, yaitu: 
a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaiamana diharuskan hukum;  
b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan hukum.58) 
Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kealpaan jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat lalai, 
ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat 
pendapatkan akibat yang melanggar hukum. Jadi sebenarnya kealpaan ini 
sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak 
pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi 
dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan 
seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.  
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2. Dasar Hukum Kealpaan  
Dasar hukum kealpaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
diatur dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalah kealpaan yaitu: 
a. Pasal 359 KUHP: 
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 
paling lama satu tahun. 
b. Pasal 360 KUHP: 
1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan matinya 
orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. 
2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang 
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatanatau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Sedangkan dasar hukum terkait dengan kelalaian mengakibatkan 
kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan 
kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul 
bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi 
nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. 
Ketentuan pidana dan unsur delik kealpaan yang menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, Pasal 
359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP pidana. Adapun yang memuat unsur-




a.  Barang siapa; 
b. Karena kesalahannya (kelalaiannya/kealpaanya); 
- melakukan perbuatan tersebut kurang hati-hati 
- akibat yang terjadi karena kekurang hati-hatian harus dapat 
dibayangkan atau diduga terlebih dahulu. 
c. Terjadi akibat yang tidak dikehendaki. 
Dalam delik-delik kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan 
kematian atau dalam KUHP dibahasakan matinya orang, unsur-unsur yang 
dapat diuraikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 359 KUHP, 
yaitu: 
a. Barang siapa; 
b. Karena kesalahannya (kelalaiannya atau kealpaanya); 
c. Menyebabkan orang lain meninggal. 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggung jawab dari petindak/pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan 
yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan 
dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika 
ia menentukan akan melaksanaan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat 
dari dorongan sesuatu, yang dimana penentuan itu berada diluar kehendaknya 
sama sekali.yang dimana dalam mengambil penentuan itu, bukan sama sekali 
karena adanya pemaksaan dari luar maupun dari dalam dirinya, yang akan 




hal itu merupakan yang menjadi dasar utama bagaimana pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara delik kealpaan yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor 
yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Putusan Nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga 
dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Ketentuan tersebut diatur 
dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Undang-undang tidak memberi definisi 
terkait dengan kelalaian itu. Hanya memori penjelasan mengatakan bahwa 
kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Dengan demikian kealpaan 
dipandang lebih ringan jika dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu, 
menurut Hazewinkel-Suringa delik culpa merupakan delik semu sehingga 
diadakan pengurangan pidana.59) 
Terkait dengan fokus pembahasan penelitian ini yaitu kealpaan dalam 
mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, 
peratuan perundang-undangan mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau 
kealpaan di dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka 
dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Macam-macam unsur kelalaian yang dapat 
menimbulkan kecelakaan: 
1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika 
mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan 
                                                 




dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu 
lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan 
dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana 
melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan 
(culpa). 
2. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali 
menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga 
pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan 
mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak 
standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai,batas 
muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.60) 
Pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menjerat pengemudi kendaraan 
yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada 
Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4), sebagai berikut:  
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).  
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah).  
                                                 
60) Supriadi, Asep, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 




(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan 
Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:  
1. Setiap orang,  
2. Mengemudikan kendaraan bermotor,  
3. Karena lalai,  
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Atas keempat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, umumnya unsur 
ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, 
aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus 
membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut apabila 
dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, 
maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan 
tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini sesuai 
dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan 




diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah 
yang diterapkan.” 
Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam 
surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan 
ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. 
Penerapan hukum merupakan upaya yang dilakukan aparat untuk menjamin 
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi 
dan globalisasi. Putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs yang menjadi fokus 
penelitian ini merupakan perkara tindak pidana lalu lintas, yaitu 
mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan kerusakan 
kendaraan. Sebelum membahas lebih jauh tentang penerapan hukumnya, 
terlebih dahulu dijelaskan kasus posisi pada perkara tersebut.  
Terdakwa Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah mengemudikan 
kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-9504-TEW dengan kecepatan 
rata-rata ±50 km/jam dari arah timur menuju ke arah barat, terdakwa 
sebelumnya melihat jalan dalam kondisi tidak seimbang/tidak rata antara jalur 
sebelah kiri lebih tinggi dengan sebelah jalur kanan lebih rendah, seharusnya 




yang ada dibelakang maupun samping serta lebih berhati-hati dan konsentrasi 
sehingga bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya. Namun itu 
semua tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga kendaraan bermotor tronton 
yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan/ pindah jalur sebelah utara dan 
terdakwa tidak sempat menyalakan lampu sein untuk menandakan akan 
pindah jalur sebelah kanan, sehingga roda depan sebelah kanan kendaraan 
bermotor tronton tersebut yang dikemudikan terdakwa menyerempet bagian 
bodi di atas ban sebelah kiri belakang kendaraan bermotor Toyota Fortuner 
Nopol. G-7426-CG yang dikemudikan saksi korban Fredi Adithia yang saat 
itu sedang mendahuli/menyalip kendaraan bermotor tronton yang 
dikemudikan terdakwa.  
Kejadian tersebut menjadikan kendaraan bermotor Toyota Fortuner 
yang dikemudikan saksi korban Fredi Adithia terbalik/terguling mengalami 
kerusakan yaitu bodi atas dan samping ringsek serta pecah kaca pada bagian 
depan dan kaca pintu depan kanan kiri hingga tidak dapat dipakai/perlu 
perbaikan dan mengakibatkan penumpangnya mengalami luka berat yaitu 
saksi korban Yetty Suharti. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban 
Yetty Suharti mengalami luka berat masuk dalam kategori Pasal 90 KUHP 
sebagaimana dalam visum et repertum Nomor: 62/VER/RM/RSOP/XII/2019 
tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Orthopedi 
Purwokerto dan ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Alam Rahmat Kusnadi, 




1. Selama perawatan korban Patah tulang lengan atas kanan di daerah bahu 
kanan dan trauma dada kanan serta dilakukan tindakan operasi berupa 
pemasangan pen pada tulang lengan atas kanan. 
2. Setelah perawatan korban mengalami keterbatasan bekerja pada daerah 
bahu kanan. 
Berdasarkan kasus posisi tersebut, terdakwa dalam perkara tersebut 
didakwa dengan dakwaan gabungan alternatif dan komulatif, yaitu: 
PERTAMA:  
Kesatu 
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan terdakwa diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Kedua  
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan 
terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
KEDUA:  
Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan alat bukti dan barang 
bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan 




1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB telah 
terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jalan Nasional Prupuk-Pejagan 
tepatnya Desa Geger kunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes 
antara Tronton Hino Nopol. B-9504-TEW yang menyerempet dan 
mengenai bagian bodi samping kiri bagian atas roda belakang mobil 
Toyota Fortuner Nopol. G-7426-CG; 
2. Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tronton Hino 
tersebut dari arah timur menuju arah barat dengan tujuan Jakarta; 
3. Bahwa sebelumnya terdakwa ada melihat mobil Toyota Fortuner korban 
ada di belakang kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, namun terdakwa 
tidak tahu saat mobil Toyota Fortuner korban sudah berada di sebelah 
kanan menyalip; 
4. Bahwa awal mulanya terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan 
bermotor tronton Hino dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekira 
20-30 km/jam sesampainya di Jalan Nasional Prupuk-Pejagan tepatnya 
Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, kendaraan 
yang dikemudikan terdakwa hilang keseimbangan oleng ke kanan karena 
kondisi tidak seimbang/tidak rata antara jalur sebelah kiri lebih tinggi 
dengan sebelah jalur kanan hingga bumper depan sebelah kanan/pijakan 
kaki pengemudi kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-9504-TEW 
menyerempet/mengenai bagian bodi samping kiri bagian atas roda 
belakang posisi mobil Toyota Fortuner korban yang sudah berada di 




Toyota Fortuner korban terguling dan mengalami kerusakan yaitu bodi 
atas dan samping rusak serta pecah kaca pada bagian depan dan kaca pintu 
depan kanan kiri hingga tidak dapat dipakai; 
5. Bahwa awal mulanya terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan 
bermotor tronton Hino dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekira 
20-30 km/jam sesampainya di Jalan Nasional Prupuk-Pejagan tepatnya 
Desa Gegerkunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, kendaraan 
yang dikemudikan terdakwa hilang keseimbangan oleng ke kanan karena 
kondisi tidak seimbang/tidak rata antara jalur sebelah kiri lebih tinggi 
dengan sebelah jalur kanan hingga bumper depan sebelah kanan/pijakan 
kaki pengemudi kendaraan bermotor tronton Hino menyerempet/mengenai 
bagian bodi samping kiri bagian atas roda belakang posisi mobil Toyota 
Fortuner korban yang sudah berada di sebelah kanan kendaraan yang 
dikemudikan terdakwa hingga mobil yang dikemudikan saksi korban Fredi 
Adithia terbalik/terguling hingga mengakibatkan penumpangnya 
mengalami Patah tulang lengan atas kanan didaerah bahu kanan dan 
trauma dada kanan yaitu saksi korban Yetty Suharti. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 
menurut Majelis Hakim yang pantas untuk dibuktikan terhadap perbuatan 
terdakwa adalah dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua, yaitu: Dakwaan 
Pertama Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 




dan 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Dakwaan 
Pertama Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang 
Perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 310 ayat 
(3) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua yaitu 
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban 
luka berat dan mengakibatkan kerusakan kendaraan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan 
bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs yaitu dengan pengenaan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 
310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merujuk 
pada alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 62/VER/RM/RSOP/ 




Kbm Toyota Fortuner G-7426-CG warna hitam metalik tahun 2019, 1 (satu) 
lembar SIM A a.n. Fredi Adithia, 1 (satu) lembar SIM B II Umum, No.SIM : 
670313330478 atas nama: Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah, dan 1 (satu) 
unit Kbm Ransus Hino B-9504-TEW, warna hijau silver tahun 2018. Hal 
tersebut berhubungan satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa menurut penulis penerapan pasal-pasal tersebut sudah 
tepat dan telah sesuai prosedur dalam penegakan hukum pidana dengan 
pertimbangan-pertimbangan serta pertbuatan terdakwa telah memenuhi semua 
unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang didakwakan.  
Mengemudikan kendaraan bermotor sesuai Pasal 1 angka (8) dan 
angka (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan setiap 
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan di atas rel di jalan. Dalam hal ini misalnya kendaraan 
roda empat yaitu mobil. Kelalaian (culpa) menurut E.Y Kanter, kealpaan ciri-
cirinya adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya.61) Sedangkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan 
Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga 
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan 
lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
                                                 
61)  Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 




Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila 
dihubungkan dengan uraian definisi tersebut di atas maka majelis hakim 
berpendapat terdakwa karena kelalaian dan ketidak hati-hatianya dalam 
mengendarai kendaraan bermotor tronton Hino Nopol. B-9504-TEW yang 
dikemudikan terdakwa menyerempet kendaraan Toyota Fortuner Nopol. G-
7426-CG, hingga kendaraan bermotor yang dikemudikan saksi korban Fredi 
Adithia terbalik/terguling hingga mengakibatkan penumpangnya mengalami 
Patah tulang lengan atas kanan di daerah bahu kanan dan trauma dada kanan. 
Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan, yaitu bodi atas dan 
samping rusak serta pecah kaca pada bagian depan dan kaca pintu depan 
kanan kiri hingga tidak dapat dipakai lagi. Jadi terbukti bahwa terdakwa 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang. 
B. Sanksi Pidana bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Lalai 
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas pada Putusan Nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs 
Pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana 
penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang 
diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Sanksi pidana bagi pengemudi 
kendaraan yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dijerat 




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.  
Tindak pidana lalu lintas pada perkara putusan nomor 86/Pid.Sus/ 
2020/PN Bbs, terdakwa telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa melanggar 
Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang dianjam dengan pidana pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah). 
Putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs terdakwa dituntut oleh 
Penuntut Umum bahwa terdakwa Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana dalam dakwaan 
PERTAMA diatur dan diancam Kesatu: Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua: Pasal 
310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan dan 




kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan. 
Dari hasil persidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan dan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, 
terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 
yaitu yaitu. Sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya 
alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahannya atau 
alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum 
perbuatannya. Dalam kasus tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelaan, 
namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman. Terhadap 
permohonan tersebut majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa, sebagai berikut: 
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian korban; 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya; 
- Terdakwa tulang punggung keluarga; 
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai. 
Hakim dalam memputuskan perkara tersebut dengan memperhatikan, 
Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 




Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan: 
1. Menyatakan Terdakwa Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah tersebut 
diatas, terbukti melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan kerusakan 
kendaraan”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua; 
2. Menghukum terdakwa Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah oleh karena 
itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
- 1 (satu) unit Kbm Toyota Fortuner G-7426-CG, warna hitam metalik, 
tahun 2019, Noka: MHFGB8GS7K0897761, Nosin: 2GDC565063, 
berikut dengan STNKnya nomor: 15693679 atas nama Fredi Adithia 
alamat Buaran Rt. 14/01 Pangebatan Bantarkawung Brebes, berlaku 
s/d 17-06-2024. Dikembalikan kepada saksi korban Yetty Suharti 
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. Fredi Adithia. Dikembalikan kepada saksi 
Fredi Adithia 
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum, No.SIM : 670313330478 atas nama: 
Ugun Suherman Bin E. Mansyur Syah. Dikembalikan kepada terdakwa 
- 1 (satu) unit Kbm Ransus Hino B-9504-TEW, warna hijau silver, 
tahun 2018, Noka: MJEFL8JW1JJB15828, Nosin: J08EUGJ62624, 
berikut dengan STNKnya nomor: 06576083 atas nama PT. Seino 
Indomobil L alamat Jl. Radin Inten II Kav. 8 No. 18 JT, berlaku s/d 
19-10-2023. Dikembalikan kepada pihak PT. SIL (Seino Indomobil) 
5. Menetapakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka sanksi pidana bagi 
pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Bbs yaitu dengan pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama (satu) bulan. Analisis penulis sanksi pidana 




dengan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun 
pertimbangan non yuridis. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor 
yang lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs berupa pidana penjara lebih rendah 2 bulan dari 
tuntutan penuntut umum. Pengurangan tersebut dilakukan oleh hakim 
dilakukan atas pertimbangan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, 
yaitu terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa tulang 
punggung keluarga dan antara terdakwa dan korban telah saling memaafkan 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang 
lalai mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 
86/Pid.Sus/2020/PN Bbs yaitu dengan pengenaan Pasal 310 ayat (3) dan 
Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian dan ketidak hati-hatianya terdakwa 
dalam mengendarai kendaraan bermotor yang dikemudikan terdakwa 
menyerempet kendaraan korban hingga kendaraan bermotor yang 
dikemudikan saksi korban terbalik/terguling hingga mengakibatkan 
penumpangnya mengalami patah tulang lengan atas kanan di daerah bahu 
kanan dan trauma dada kanan serta mengakibatkan kerusakan kendaraan 
bermotor korban hingga tidak dapat dipakai lagi. 
2. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang lalai 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas pada putusan nomor 86/Pid.Sus/ 
2020/PN Bbs yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 
denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Para penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan duduk perkara 
terkait tindak pidana pengemudi kendaraan bermotor yang lalai 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sebagai tindakan untuk 
mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut perlu dilakukan penegakan 
hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap 
kecelakaan lalu lintas. 
2. Kelalaian atau kealpaan di dalam mengemudikan kendaraan hingga 
menyebabkan luka-luka dan kematian sudah diatur khsus dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, 
maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam 
mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. 
3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan 
pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam berlalu 
lintas yang tertib yang taat akan hukum. Selain itu juga bagi pemerintah  
perlu dibuat program rekayasa lalu lintas yang diproyeksikan terhadap 
penanganan faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan didukung dengan 
system pendataan yang benar. 
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